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Pendanaan Politik = Korupsi Politik

• Kasus korupsi didominasi aktor politik (KPK).
• Klientelisme dalam politik (Berenschot, 

2019)
• Indeks politik uang (Muhtadi, 2020)
• Kartelisasi partai politik (Dodi Ambardi, 

2004)



Corruption Perception Index (CPI)
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CPI dan GCB

Corruption Perception Index 2020
• Kenaikan indeks – stagnan - lamban – turun.
• Pasca reformasi – “konsistensi” problem korupsi dalam sistem politik.
• Penurunan 3 poin CPI 2020 (37) – v’dem (varieties of democracy) 

turun 2 poin.
Global Corruption Barometer 2020
1. Lembaga yang paling korup – parlemen/legislatif (Indonesia –

Kawasan Asia).
2. Praktik vote buying dalam pemilu (26%). Hampir 2 kali lipat rerata

Asia (14%).



Democracy Index (The Economist)



Regresi Demokrasi?

• Kemunduran demokrasi.
• Democracy Index (The Economist) 

terendah dalam 1 dekade.
• Melemahnya fungsi lembaga politik yang

dipilih publik (partai politik).
• Pembatasan partisipasi.



International IDEA (2020)
Global State of Democracy (GoSD)

1.Mid range performance 
democracy – weak 
democracy.

2.Regresi demokrasi
disebabkan oleh kebijakan
politik (pembentukan UU, 
pengabaian partisipasi).

3.Pelemahan pemberantasan
korupsi (KPK).





Sistem Demokrasi - Partai Politik

• Kualitas demokrasi – kualitas partai politik.
• Fungsi strategis partai politik (rekrutmen politik, 

pendidikan politik, agregasi kepentingan publik, dst)
•Memperkuat kelembagaan partai politik.
•Uang dan politik (partai politik dan pemilu)
•Uang sebagai instrumen untuk menyeimbangkan

kompetisi politik.
• Pembatasan (internal – eksternal – negara)



Problem Regulasi

•Politik alokasi pendanaan negara (public 
funding).
•Mekanisme/prosedur pelaporan dan audit  
keuangan.
•Keterbukaan.
•Kelembagaan pengawasan dan sanksi.



Tantangan keterbatasan regulasi;

• Standar akuntansi/keuangan partai politik.
• Penguatan SDM partai politik bid. Keuangan.
• Penguatan pengawasan publik.
• Perubahan regulasi.
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